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ABSTRAK 
Nama   :Edi 
Nim   :10400114080 
Judul  :Kebijakan Kepala Desa Dalam Membangun Kawasan Bebas Asap   
Rokok ( Studi pada Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang )                                                                                                                                                                                                                              
 Skripsi ini berjudul Kebijakan Kepala Desa Dalam Membangun Kawasan 
Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang. Judul ini dilatarbelakangi karena adanya penyimpangan 
terhadap peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok. Fokus masalah 
penelitian ini adalah kesenjangan antara peraturan desa dengan perilaku 
masyarakat setempat, sehingga yang menjadi masalah inti adalah penerapan dan 
dampak Kebijakan Kepala Desa tentang kawasan bebas asap rokok terhadap 
masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
deskriptif untuk menggambarkan Kebijakan Kepala desa dalam Membangun  
kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan 
Baraka Kabupaten Enrekang.  
Metode penelitian yang diterapkan meliputi wawancara, observasi, dan 
dokumenter. Kebijakan Kepala desa dalam Membangun kawasan bebas asap 
rokok di wilayah Desa Bone-Bone penerapannya belum efektif. Berbagai upaya 
telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan tersebut mulai dari sosialisasi secara 
langsung atau dengan penggunaan media seperti poster, spanduk, dan stiker. 
Namun hasilnya kurang maksimal. Terbukti masih ditemukan masyarakat yang 
merokok secara sembunyi-sembunyi seperti di kebun dan di rumah, meski hal 
tersebut sudah dilarang dan diberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. 
Beberapa dampak yang dihasilkan oleh penerapan Peraturan Desa No. 
1 Tahun 2009, yaitu :  
1) Dampak terhadap Lingkungan, seperti menjadikan ruang dan 
lingkungan desa yang sehat dan bersih. 
2) Dampak terhadap Kesehatan, seperti melindungi kesehatan 
anak-anak dan ibu-ibu, memperbaiki tingkat kesehatan warga 
dan menekan angka kematian. 
3) Dampak terhadap Perokok Aktif, seperti membantu mereka 
untuk menjauhi dan berhenti dari merokok. 
4) Dampak Terhadap Perokok Pasif/Bukan Perokok, seperti para 
perokok pasif mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan 
lingkungan yang sehat dan bersih serta jauh dari udara yang 
terkontaminasi virus dan bibit penyakit. 
Kata Kunci: Kebijakan Kepala Desa terhadap Masyarakat Desa Bone-Bone.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang berkembang (Developing Country)    
berusaha mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep 
pembangunan. Di negara berkembang upaya pemerintah dalam mengembangkan 
sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu 
kendala pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah 
partisipasi atau kerterlibatan warga negara.
1
  
Maju dan berkembangnya dalam suatu negara sangat tergantung dari 
keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki 
maupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat 
mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi politik   
maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit untuk diwujudkan. 
Seiring dengan era reformasi yang makin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-
nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas 
kepada setiap warga negara untuk menikmatinya.
2
 
Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai pembukaan 
UUD 1945 yaitu melindungi segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
                                                          
1
Ricke Diah Pitaloka, Kekerasan Masyarakat Ke- Masyarakat, (Yogyakarta: Galang 
Perss, 2004), h.144.    
2
Dadang Juliantara, Mer etas Jalan DEmokrasi, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h.125.  
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bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pembangunan kesehatan diarahkan  
untuk meningkatkan kesadaran, keamanan dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya dapat terwujud.
3
 
Pembangunan  nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya, yang penjabarannya adalah peningkatan kualitas 
hidup manusia. Untuk mencapai tujuan itu di butuhkan peranan dari berbagai 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dilaksanakan secara merata 
diseluruh wilayah tanah air, yang tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian 
masyarakat, akan tetapi untuk seluruh rakyat. Pembangunan kesehatan yang 
dilaksanakan dalam dewasa terakhir masih menghadapi berbagai masalah belum 
sepenuhnya dapat diatasi terutama mengenai masalah rokok yang menjadi  sebuah 
fenomena masyarakat, apabila dihubungkan dengan pembangunan termasuk 
bidang kesehatan, kebersihan lingkungan dan pencemaran, menjadi hal  yang 
selalu di perbincangkan. 
Sondang simarmata mengemukakan bahwa merokok sudah menjadi salah 
satu kebiasaan yang lazim yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, 
tidak terkecuali kaya atau miskin, pria atau wanita, orangtua, bahkan remaja pun 
sudah banyak yang mulai mencoba merokok. Rokok seakan sudah menjadi salah 
satu kebutuhan yang hampir menyamai kebutuhan pokok. Perilaku merokok 
sudah menjelma menjadi salah satu masalah yang cukup serius di tandai dengan 
                                                          
3
Sri Handayani, Ilmu Politik dan Kebijakan nesehatan, (cet. 1, Yokyakarta: Gosyen 
Publishing, 2010).   
3 
 
 
meningkatnya beberapa gangguan kesehatan seperti penyakit kanker, penyakit 
saluran pernapasan, kelainan janin pada wanita hamil yang merokok dan 
impotensi, oleh karena itu masalah merokok ini sudah menjadi masalah nasional 
maupun internasional.
4
 
Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun  2003 
menyatakan bahwa rokok menjadi salah satu permasalahan yang tidak pernah 
tuntas bila dibicarakan tentang cara penanganan yang tepat. Bagi beberapa pria 
dan wanita di Indonesia, rokok membentuk suatu kebudayaan tersendiri, mereka 
pasti akan merokok ketika sedang menunggu atau merokok sebelum atau sesaat 
setelah makan. Uniknya, rokok menjadi benda fenomenal di Indonesia karena 
dipuja sekalikus dicerca. Hal ini dibuktikan dengan fakta, bahwa sekalipun 
banyak orang yang tetap bersikeras meneruskan kebiasannya merokok. Tidak 
dapat di pungkiri, bahwa bagi sebagian orang merokok begitu dibutuhkan tetapi 
pada sisi lain menjadi musuh bagi orang-orang yang menyadari akan bahaya dari 
rokok.
5
 Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra’17: 26-27 yang 
digunakan dalam fatwa tentang hukum merokok, yaitu: 
                           
                          . 
 
                                                          
4
Sodang Simarmata, perilaku merokok pada siswa-siswi madrasah Tsanawiyah Negr 
iNodel Kuota Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kanpar Provinsi Riau Tahun 2012, 
(Skripsi Universitas Indonesia,2012), h. 1 
5
http://rsud. Purbalinggakab. go.id, (Diakses pada, Sabtu, 21 Oktober 2017, pukul 01:54).  
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Terjemahnya : 
“Dan berikanlah  kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan 
janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros.(QS. Al- isra’17: 26) 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(Qs. 
Al Isra’ Ayat 27). 
Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Desa 
Bone-Bone terutama masyarakat menengah ke bawah banyak perokok. Secara 
tidak langsung mereka telah membuang-buang uang yang seharusnya bisa 
dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat, tapi kenyataannya 
dipergunakan untuk membeli rokok. 
Saat ini rokok semakin gencar meluas diberbagai tempat, banyak negara-
negara industri yang menilai bahwa merokok telah menjadi perilaku yang secara 
sosial dianggap kurang biasa untuk diterima. Menurut Pangestu bahwa godaan 
merokok sudah hadir sejak seseorang masih muda. Tekanan dari teman-teman 
adalah salah satu penyebab utama. Di Kanada 70 persen anak-anak yang menolak 
mengaku terpengaruh oleh teman-teman mereka yang sudah merokok terlebih 
dahulu karena merasa mendapat “penghargaan social,” ketika mereka merokok. 
Orang tua juga memiliki pengaruh pada anak-anak dalam hal merokok, khususnya 
orang tua perokok. Beberapa penelitian meskipun mungkin sebetulnya sudah jelas 
membuktikan bahwa anak-anak dari orang tua perokok lebih besar 
                                                          

 Deperteman Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Thoha Jaya h. 285.  
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kemungkinannya untuk mengisap “batang tembakau” dibandingkan anak-anak 
dari orang tua nan-perokok.
6
 
Di lain sisi pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan 
partisispasi yang luas dalam suatu  masyarakat untuk kemajuan sosial dan 
material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya 
yang dihargai) bagi mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang 
mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Era pembangunan yang sekarang 
sementara berjalan adalah era otonomi daerah hal ini dimaksudkan agar 
pemerintah daerah semakin lebih bertanggung jawab dan semakin mendorong 
pelaksanaan pembangunan di pedesaan. 
Salah satu modal dasar pembangunan adalah partisipasi masyarakat 
terhadap pembangunan. Partisipasi masyarakat banyak bergantung dari kesadaran 
masyarakat itu sendiri. Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Bab 1 
Pasal 1 Ayat 12 dikemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah 
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap,keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya  melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa.
7
 
                                                          
6
Pangestu, contoh proposal skripsi fakultas kesmas, Blogspot com, (Diakses pada kamis 
20 oktober 2017), pukul o9:11).  
7
Republik Indonesia, Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 
2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, (Jakarta: Tim Permata 
Press, 2015, h. 4.  
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Kesadaran masyarakat biasanya ditentukan oleh pemimpin masyarakat 
yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemimpin di desa atau kepala desa harus 
mampu mengorganisasikan, mempengaruhi dan mengarahkan seluruh warga 
masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kepala Desa sebagai 
pemimpin masyarakat di Desa hendaknya menyadari perannya dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional sehingga dapat mempersatukan anggota masyarakat ke 
dalam gerak pembangunan nasional.  
System kepemimpinan di pedesaan sangat berpengaruh dalam 
pembangunan nasional. Seorang Kepala Desa harus dapat menjelaskan arti 
pembangunan yang di laksanakan saat ini kepada masyarakat. Dengan demikian, 
sistem kepemimpinannya dipedesaan, baik formal maupun informal perlu 
diselaraskan dengan tujuan pembangunan yang ingin dilaksanakan. 
Salah satu desa terpencil di Sulawesi Selatan yakni di Desa Bone-Bone 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dianggap sebuah desa yang unik dan 
terkenal sampai ke beberapa negara, oleh karena keberhasilan kepemimpinannya 
di Desa tersebut dalam menerapkan sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan 
Desa, sehingga di Desa tersebut dikenal dengan Desa bebas asap rokok. 
Berdasarkan uraian singkat tersebut, peniliti mengangkat judul:  Kebijakan 
Kepala Desa Dalam Membangun Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-
Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
 
 
 
7 
 
 
B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus.  
1. Fokus penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penilitian kualitatif, 
maka penilitian ini akan difokuskan pada kebijakan Kepala Desa dalam 
membangun kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang.   
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian dari judul tersebut diatas peniliti memberikan 
deskripsi fokus sebagai berikut: 
a. Kebijakan 
Kebijakan adalah keterlibatan pemerintah desa dalam menerapkan 
peraturan desa tentang bebas asap rokok, sehingga masyarakat dapat 
memberikan partisipasi secara positif, pada akhirnya lahirlah sebuah 
desa bebas asap rokok yakni desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang. 
b. Faktor pendukung 
Segala bentuk fasilitas yang berhubungan dengan kondisi sosial dalam 
masyarakat untuk memudahkan terlaksananya program kebijakan yang 
diterapkan termasuk bebas asap rokok. Adapun faktor penghambat  
kebijakan pemerintah desa dalam menerapkan peraturan Desa adalah 
sulitnya anggota masyarakat menerima ajakan pemerintah Desa 
sehingga kurang berpartisipasi. Akibatnya kebijakan tentang bebas asap 
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rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, 
kemungkinannya ada hambatan dan kendala yang dihadapi. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah 
yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana  kebijakan kepala desa dalam membangun kawasan bebas asap 
rokok di desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 
2. Bagaimana sanksi yang dikenakan kepada pengguna rokok di desa Bone-
Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang ? 
D. Kajian Pustaka  
 Untuk mendukung penulisan Draft Skripsi ini  Penyusun berusaha 
semaksimal mungkin melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah 
yang serupa dengan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan berdasarkan 
Kajian pustaka yang telah penyusun lakukan. Judul yang penulis teliti ini belum 
pernah diteliti oleh orang lain. Karya ilmiah ini merupakan penelitian pertama.  
Adapun penelitian sebelumnya yang menyinggung penelitian tersebut 
yaitu: 
1. Rendra Kurniawan, menulis dalam bentuk skripsi tahun 2015 dengan judul 
“Pengaruh Peringatan Merokok Terhadap Perubahan Perilaku Merokok Di 
Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Riau”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh 
peringatan bahaya merokok terhadap perubahan perilaku merokok 
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mahasiswa, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan yang 
dilakukan terhadap peringatan bahaya merokok oleh mahasiswa. 
2. Neneng Nurlaila, menulis dalam bentuk skripsi tahun 2010 dengan judul 
“Hubungan antara persepsi tentang Dampak Merokok Mahasiswa 
Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi tentang dampak 
merokok terhadap kesehatan dengan tipe perilaku merokok pada 
mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
3. Fahira Firdaus, Watief Rahman, Arsyat Rahman, menulis dalam bentuk 
skripsi tahun 2012 dengan judul “Gambaran Tentang Dampak pesan 
larangan Merokok pemeritah terhadap perilaku merokok pelajaran SMU 
Negeri 2 Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang 
berpengaruh dengan pesan larangan merokok lebih besar. Untuk siswa 
yang tidak terpengaruh melalui media radio lebih banyak dibandingkan 
yang terpengaruh melalui media surat kabar lebih besar dibandingkan yang 
terpengaruh. Dan siswa yang terpengaruh melalui media papan iklan lebih 
besar di bandingkan yang tidak terpengaruh. 
Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa masing-masing mempunyai penelitian yang berbeda dan 
memiliki persamaan. Dalam metode penelitian tersebut menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif. Namun dalam rencana penelitian ini, penulis menggunakan 
jenis penelitian kualitatif dan mengambil objek penelitian yaitu pada, “ kebijakan 
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kepala desa dalam membangun kawasan bebas asap rokok di desa Bone-Bone 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” 
E. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui  Kebijakan kepala desa dalam membangun kawasan 
bebas asap rokok di desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten 
Enrekang. 
2. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pengguna rokok di Desa 
Bone-Bone kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 
F. Manfaat  penelitian 
Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah: 
a. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang kebijakan 
di masyarakat pedesaan. 
b. Bagi kepala desa sebagai bahan masukan untuk selalu melakukan 
pembinaan dalam mempertahankan bebas asap rokok di pedesaan terutama 
desa Bone-Bone. 
c. Bagi masyarakat sebagai bahan gambaran dan masukan tentang 
keberhasilan dan kerja sama terhadap pemimpin dan aparat di desa 
sehingga terwujud sebuah desa yang bebas asap rokok. 
d. Bagi calon peneliti berikutnya untuk menambah sumber 
perpustakaan/referensi, memperkaya hasil studi empirik tentang  kebijakan 
kepala desa dalam membangun kawasan bebas asap rokok. 
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BAB II   
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Otonomi Daerah 
Pada dasarnya  perubahan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ditujukan untuk memperjelas dan mempertegas hubungan hirarki antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan distribusi fungsi dan 
wewenang pemerintah  berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan 
wilayah. Perubahan ini bertujuan untuk  memberikan tugas, wewenang, hak dan 
kewajiban, untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh 
pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki 
banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk 
menangani urusan pemerintah yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan 
tujuan  dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu 
sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan 
potensi dan karakteristik masing-masing daerah. 
Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang  dan kewajiban untuk 
menangani urusan pemerintah yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-
masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak 
selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara itu, otonomi yang bertanggung 
jawab, otonomi yang dalam  penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan 
dengan tujuan pemberian otonomi yang  pada dasarnya untuk memberdayakan 
daerah, termasuk pemberdayaan kesejahteraan rakyat. 
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Pengertian otonomi daerah dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 5 Undang-
Undang No. 23 tahun 2014 dikatakan bahwa: Otonomi daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.
1
 
Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok 
yaitu: 
1. Kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws). 
2. Kebebasan untuk mengatur pemerintah sendiri (self government). 
Berdasarkan pengertian tersebut , maka otonomi daerah pada hakikatnya 
adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangaga sendiri bagi suatu 
daearah otonom. Hak atau kewenangan tersebut meliputi pemerintah dan 
pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada 
daerah.
2
 
Menurut hidayat Syarief ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan 
otonomi daerah yaitu; 
1. Political Equaliti, yaitu  guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat 
pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan 
demokrasi dalam pengelolaan negara. 
2. Local Accountability, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab 
pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di 
                                                          
1
 Rzali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara 
Lamgsung , (cet, 3, Jakarta:Rajawali Pers 2010), h. 191 
2
 Sjafrizal, Perencanaan Pemanguanan Daerah Dalam Era Otonomi, (cet, 3, 
Jakarta:Rajawali Pers 2016), h. 106.
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daerah. Hal ini sangat penting  artinya dalam rangka meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.  
3. Local Responsiveness yaitu meningkatkan respons pemerintah daerah 
terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. 
Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan 
peningkatan kesejahteraan sosial. 
Alasan ini mendasari cara berpikir Undang-Undang  Nomor. 32 Tahun 
2004 dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi yang 
sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh 
dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, 
memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas 
demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, 
meningkatkan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya diharapkan 
mampu menciptakan cara berpemerintahan yang baik (good governance).
3
 
Menurut teori kedaulatan rakyat yang diperkenalkan oleh Rousseau, Montesquieu 
dan john Locke, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya. Sehingga, sumber 
kedaulatan dalam negara adalah rakyat yang telah memberikan kekuasaan kepada 
negaara untuk mengurus kepentingan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini yang 
juga menjadi semangat pembagian kekuasaan secara horizontal dalam 
amandemen UUD 1945 dalam rangka checks and balances sistem kekuasaan 
pemerintahan di pusat. 
    
                                                          
3
 Kamaruddin Hdayat dan Asyumardi Azra, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan 
Masyarakat Madani, (cet. 14, Icce Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 187.   
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B. Konsep Dasar tentang Peran 
Istilah peran banyak juga orang mengungkapkan dengan kedudukan akan 
posisi ada juga yang mengungkapkan tentang fungsi awalnya merupakan 
terjemahan dari kata function, suatu penjelasan yang menunjukkan pada konotasi 
ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawah seseorang 
ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. 
Menurut Ali peran adalah perilaku yang berlangsung atau atau tindakan 
yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Livinson 
mengatakan peran mencakup tiga hal yaitu: 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan masyarakat. 
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi 
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat.
4
 
Peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara 
signifikan selama sejarah ummat manusia. Peran pemerintah penting dalam 
menciptakan keamanan dasar (basic security) sehingga  perhatian dalam urusan 
keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara 
                                                          
4
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(eds. 1, Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h. 
213.   
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kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita 
lebih mendominasi.
6
 
Berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam konteks melindungi hak-hak 
eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungan dan memenuhi kebutuhan 
dasar melalui proses interaksi tiga peran:  
1. Meningkatkan dari sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) 
sumber daya sebagai peran subkultur ekonomi. 
2. Mengontrol subkultur ekonomi, memberdayakan, dan mendistribusikan 
nilai-nilai yang telah berhasil dibentuk oleh subkultur ekonomi. 
3. Mengontrol Sub Kultur Kekuasaan. 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran (role) adalah aspek dinamis dari 
kedudukan (status). Artinya seseorang menjalankan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan 
suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan kerena yang satu 
tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 
C.   Kajian Tentang Kebijakan 
1. Pengertian Kebijakan 
Kebijakan (wisdom) pada dasarnya  adalah merupakan keputusan 
pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi tertentu yang  perlu dilaksanakan 
dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah bersangkutan. Kebijakan 
                                                          
6
 Nyoman Sumariadi, Sosiologi Pemerintahan, (cet. 2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 
21.   
  
16 
 
 
 
pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pengambilan kuputusan oleh 
pemimpin atau elite politik daerah untuk mewujudkan kondisi yang dapat 
mendorong dan mendukung pencapaian tujuan dan sarana pembangunan yang 
telah ditetapakan semula dalam perencanaan. Kebijakan ini diperlukan agar 
program dan kegiatan pembangunan  yang dilaksanakan dapat diarahkan dan 
diwujudkan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil. Disamping itu,  
perumusan kebijakan pembangunan juga harus sesuai, atau tidak berlawanan 
dengan kondisi sosial budaya setempat agar pelaksanan kebijakan tersebut tidak 
dapat tantangan dan reaksi negatif dari masyarakat daerah bersangkutan.
7
     
Menurut philipus M. hadjon peraturan kebijakan pada hakekatnya produk 
dari perbuatan tatausaha negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schricftelijk 
beleid”, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan 
hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyeimbangi peraturan 
perundang-undangan.
8
 
Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab 
kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan 
dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran  pemerintah sangat 
menentukan dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat. 
Permasalahan yang terjadi di masyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui 
                                                          
7
 Sjafrizal, Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi, (cet. 3, jakarta: PT  
Raja Grafindo Perseda, 2016), h. 61.    
  
8
 Ridwan HR, hukum adminitrasi negara, (Cet. 12, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,2016), h. 175.    
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kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam 
QS. Al-Baqarah 1: 30 
                                    
                                  
Terjemahnya : 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal 
Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah:30)
9
 
Ayat di atas mensyariatkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang 
mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di muka 
bumi. Pemimpin haruslah baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dalam 
upaya mencari ridha SAW, serta dapat memelihara, memakmurkan, melestarikan 
alam, menggali, mengelola alam demi terwujudnya kesejahteraan ummat 
manusia. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi 
dimasyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, 
penyusunan, sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas 
kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam 
penyelesaian masalah yang sering terjadi. 
Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam mengendalikan pemerintahnya. Dalam penyenggaraan pemerintah daerah, 
                                                          
9
 Deperteman Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 7.   
  
18 
 
 
 
kebijakan publik dan hukum mempunyai peran yang penting, pembahasan 
mengenai hukum dapat meliputi dua aspek: 
a. Aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil 
ditengah banyak sekian dinamika dan konflik ditengah masyarakat 
b. Aspek legislasi ini menyangkut apa yang disebut hukum positif yaitu 
sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan 
dalam pemberlakuannya dapat di paksakan  atas nama hukum.
10
 
Jadi kebijakan merupakan seperangakat keputusan yang diambil oleh 
pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk 
mencapainya. 
2. Ciri-Ciri Kebijakan 
a. Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. 
b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang –
undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. 
c. Kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena tidak ada dasar 
peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan kebijakan 
tersebut. 
d. Kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen  dan ketiadaan 
wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-
undangan. 
e. Pengujian terhadap kebijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid dan 
karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
                                                          
10
 Wibowo Edi. Hukum Dan Kebijakan Publik, Yogyakarta : Yayasan pembarun 
Adminitrasi Publik Indonesia, 2004, h. 18.   
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f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis kebijakan 
yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, 
bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.
11
 
Peraturan perundang-undangan tidak langsung mengikat secara hukum, 
tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan pada dasarnya di ajukan 
kepada administrasi negara sendiri. Jadi yang pertama-tama melaksanakan 
ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijakan adalah badan atau pejabat 
admistrasi negara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung 
akan dapat mengenai masyarakat umum. 
3. Fungsi Kebijakan 
Kebijakan ada karena fungsi yang ditujukannya. Dan keberadaan 
kebijakan tergantung pada kapasitas melayani fungsi yang di lakukannya. Siti 
hajar menyatakan bahwa ada tiga fungsi kebijakan: 
a. Sebagai mekanisme perubahan.  
b. Sarana untuk melegitimasi hukum dari tatanan sosial dan masalah-
masalah sosial. 
c. Instrumen untuk membentuk masyarakat dan menyebarkan tahapan 
perekonomian dan sumber daya sosial. 
Fungsi kebijakan adalah pembangunan sosial, keadilan sosial, dan 
kesejahteraan sosial. Di negara-negara berkembang, kebijakan memiliki fungsi 
                                                          
11
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Cet. 12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2016), h. 178-179 
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khusus pengembangan sosial yang terdiri dari pembangunan ekonomi dan 
politik.
12
 
4. Implementasi Kebijakan 
Makna imlementasi biasa dipandang sebagai keputusan kebijaksanaan 
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 
perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan secara tegas 
tujuan/sasaran yang ingin di capai. Sehingga harus sesuai dengan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Serasi dengan asas-asas hukum yang berlaku seperti: 
1. Asas perlakuan yang sama menurut hukum. 
2. Asas kepatutan dan kewajaran. 
3. Asas keseimbangan. 
4. Asas pemenuhan kebutuhan dan harapan. 
5. Asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan 
dengan kepentingan publik dan   warga masyarakat. 
b. Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak di capai. 
 Sebagai bagian dari rencana tata ruang , hal yang perlu diperhatikan dari 
kawasan pedesaan adalah persamaan hak untuk terlibat dalam kegiatan 
pemanfaatan ruang serta agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan 
perencanaan yang matang kawasan pedesaan diharapkan mampu  untuk mandiri 
bahkan bersaing dengan kawasan perkotaan. 
                                                          
 
12
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (cet. 12, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 
2016), h. 184.  
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  Selain aspek kemandirian dan kedaulatan, kebijakan pengembangan 
kawasan pedesaan juga mempertimbangkan aspek keberagaman dan 
keberlanjutan. Pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak menghilangkan ciri 
khas berupa kearifan lokal, budaya dan potensi unik lainnya dari pedesaan.
13
 
  Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang peraturan desa maka terlebih 
dahulu dikemukakan gambaran tentang desa. 
D.  Konsep dasar tentang Desa 
1. pengertian desa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, dan/atau 
dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten /atau kota 
, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
14
 
Masyarakat dan pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyi arti sendiri. 
Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini masyarakat diartikan golongan 
besar dan golongan kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan sendirinya 
bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.
15
 
Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang berinteraksi. 
                                                          
13
 Muhammad Zid, Sosiologi Pedesaan, (cet, 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016) , h. 96  
14
 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung, (cet, 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2010) , h. 167-168.  
  
15
 Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 
h. 47. 
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Dari pemaparan di atas sudah dijelaskan bahwasanya masyarakat pedesaan 
adalah dua kata yang terpisah atau mempunyai arti sendiri, untuk bisa 
mendapatkan pengertian dari dua kata tersebut maka harus diartikan terlebih 
dahulu dari kata perkata sehingga dua kata bisa dijadikan satu arti yang seperti 
diharapkan. Paul h. landis seorang sarjana sosiologi pedesaan dari Amerika 
Serikat mengemukakan, defenisi tentang desa dengan cara membuat tiga 
pemilihan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis, desa 
didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 
orang. Untuk tujuan analisis sosial psikologi, desa didefenisikan sebagai suatu 
lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan sering 
informasi diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan ekonomi, desa 
didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada 
pertanian.
16
 
Pertanian dan desa laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah. 
Pertanian merupakan jantung ekonomi pedesaan, tidak kurang dari 80 persen 
penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Begitupun sebaliknya, desa masih   
selalu menjadi pilihan untuk pusat pertanian karena berbagai variabel seperti 
ketersediaan lahan dan keperawatan relatif mudah dan murah. 
Desa di jadikan sebagai inkubator-inkubator pangan berdasarkan potensi 
dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan budaya lokal. Desa diproyeksikan 
sebagai basis ekonomi pertanian serta berperan sebagai pusat pemeliharaan nilai-
                                                                                                                                                               
  
16
 Raharjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Yokyakarta: Gaja Mada 
University Press, 1999), h. 30. 
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nilai sosial budaya yang tentu saja tetap bernilai ekonomi, misalnya sebagai desa 
wisata. Selain sebagai penyangga budaya nasional yang kian tereduksi ekspansi 
budaya asing, ini juga memberikan kesempatan kepada desa untuk menguatkan 
sektor pertanian. Munculnya desa yang menarik untuk di jadikan permukiman dan 
sentral ekonomi sehingga bisa menjadi pemasok pangan serta mencegah 
terjadinya urbanisasi yang saat ini menjadi salasatu problem pembangunan di 
Indonesia karena mulai melahirkan dampak-dampak destruktif seperti 
pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan beraneka penyakit sosial di 
perkotaan.
17
  
Pandangan tentang uraian di atas yaitu masyarakat pedesaan atau desa 
dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan lebih dari 
kekeluargaan dan sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup sebagai 
petani. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama, 
adat istiadat, dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan di identik 
dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja bersama untuk mencapai 
kepentingan bersama. 
Dalam pengantar Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 
tentang Desa dikatakan bahwa
18
 
a. Bahwa Desa memeiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan 
                                                          
17
 Tamsil Linrung, Politik untuk kemanusiaan, (Tali Foundation, 2013, h. 244-245.  
18
 Republik Indonesia, Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Jakarta; 
Tim Pertama Press, 2014, h. 1. 
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mewujudkan cita-cita   kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar 
negara republik Indonesia tahun 1945. 
b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga 
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
c. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-undang. 
Sementara dalam Undang-undang Desa dan peraturan pemerintah 
Republik Indonesia No, 22 Tahun 2015 bab 1  Pasal 1 Ayat 5 dikatakan bahwa 
musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
badan permusyawaratan Desa, pemerintah desa atau unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat srategis.
19
 
Demikian halnya pada pasal 1 Ayat 7 dan 8 dikemukakan bahwa: 
peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa  setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
                                                          
19
 Republik Indonesia, Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, (Jakarta: Tim Permata 
Press, 2015), h. 2-3. 
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Desa. Dan pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20
 
Pada pasal 85 Undang-undang desa dan peraturan pemerintah Republik 
Indonesia No. 22 Tahun 2015:
21
 
1. Pembangunan kawasan pedesaan dilakukakan oleh pemerintah, 
pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, 
melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah Desa, dan atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. 
2. Pembangunan kawasan pedesaan yang dialakukan pemerintah, pemerintah 
daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dan pihak ketiga 
wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya 
manusia serta mengikutsertakan pemerintah Desa dan masyarakat desa. 
3. Pembangunan kawasan pedesaan yang berskala lokal Desa wajib 
diserahkan pelaksanaannya kepada Desa atau kerja sama antara desa. 
Hal-hal yang telah dikemukakan di atas adalah faktor yang sangat penting 
dalam menerapkan kebijakan Desa dalam hal sektor pembangunan 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. 
 
 
                                                          
20
 Republik Indonesia, Undang-undng Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2014, h. 3. 
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 Republik Indonesia, Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Penerintah No. 60 Tahun 2014, h. 50.  
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E.  Rokok dan Fenomena masyarakat 
Rokok adalah lintingan atau gulingan tembakau yang diguling atau 
dibungkus dengan kertas, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-
10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Merokok merupakan 
salah satu kebiasaan penduduk Indonesia, dari semua kalangan tidak terkecuali 
masyarakat ekonomi bawah. Kebiasaan merokok merupakan masalah yang 
penting saat ini. Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan dan gaya 
hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Merokok adalah 
kebiasaan yang mengganggu kesehatan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, 
banyak penyakit telah terbukti menjadi akibat buruk rokok.
22
 Sebagaimana ijtima 
ulama komisi fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram 
jika dilakukan:Di tempat umum, Oleh anak-anak Dan oleh wanita hamil 
firman Allah Swt dalam QS. Al-A’raf 157 
                         
     
 Terjemahnya: 
Nabi itu menyuruh merek kepada yang makruf, melarang mereka 
dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
melarang bagi mereka segala yang buruk.
23
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 Rani Dwi Nurjannah, Pengertian merokok dan akibatnya, http//ranidwi68. Wordpress, 
com/2003/01/09 pengertian-merokok-dan-akibatnya. Diakses 01 februari 2018.   
  
23
 Deperteman Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya.  
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Indonesia menduduki posisi urutan ke-3 dengan jumlah perokok-perokok 
terbesar di dunia setelah Cina dan India (WHO, 2018) dan tetap menduduki posisi 
peringkat ke-5 sebagai konsumen rokok terbesar setelah Cina, Amerika serikat, 
Rusia, dan Jepang tahun 2017.
24
 Tidak hanya itu, yang lebih memprihatinkan 
adalah tingginya perokok di Indonesia berusia 10 tahun ke atas. Dimana-mana 
dapat kita lihat bahwa perokok dapat merokok seenak dan sepuasnya dimanapun 
ia berada dan dalam kondisi apapun, hal ini menjadi sebuah kenyataan bahwa 
orang bebas merokok dimanapun berada, misalnya di kantor, angkot, pesta dan 
bahkan di ruang ber-AC, walaupun ada peringatan yang tertulis “Dilarang 
merokok” ternyata seorang perokok tidak segan-segan merokok. 
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http://ww.Promkes.Depkes.go.id/dl/facsheet 1 cov.pdf, (diakses, 01 Februari 201pukul 
2:42).   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  yakni prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa pemahaman yang tertulis atau perkataan dan 
prilaku orang yang diamati. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan 
Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone. dengan pertimbangan bahwa di tempat 
penelitian tersebut merupakan Desa yang unik yang mempunyai  kebijakan kepala 
desa yaitu kawasan bebas asap rokok dan semua masyarakat tunduk terhadap 
kebijakan tersebut. 
B. Pendekatan penelitian 
Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu 
norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita 
yang ada di masyarakat. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi 
29 
 
 
 
lapangan.
1
 Adapun sumber yang di dapat dari data primer ini yakni hasil 
wawancara dari Kepala Desa dan Masyarakat  di Desa Bone-Bone Kecamatan 
Baraka Kabupaten Enrekang. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi 
Metode observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan 
mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan 
yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. 
Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara 
sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain 
yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap 
awal observasi dilakukan secara umum,Peneliti mengumpulkan data atau 
informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan 
observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang 
diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan 
yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat 
menemukan tema-tema yang akan diteliti. 
2. Wawancara. 
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan informan dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 
                                                          
1
 Amiruddin dan Zainal Asakin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (cet. II; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2004, h. 30.  
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pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 
Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang 
banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, 
maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat 
diperlukan.  
3. Dokumentasi  
Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, agenda dan lain-lain untuk 
mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul peneliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengelolah, 
menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan 
tujuan memecahkan suatu permasalahan. Pokok permasalahan ini dapat 
berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan 
dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung. Penulis 
menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan 
alat perekam selama wawancara dilakukan dan kamera untuk dokumentasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
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melakukan sintesa, menyusun kepola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain.
2
 
Teknik pengelolaan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data model Miles dan Huberman. 
1. Reduksi data (data reduction), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh 
di lapangan. 
2. Penyajian data (data display),  
Miles dan Huberman (1992) dalam Bahar (2015), menyarankan agar data 
ditampilkan dengan baik melalui tabel, charts, networks dan format gambar 
lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan 
dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format 
tabel, charts, networks dan format gambar lainnya juga dapat menarik perhatian 
pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian 
(naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai dengan 
tabel.Maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang 
bersifat naratif, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi 
dan merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya sesuai dengan 
apa yang dipahami. 
 
                                                          
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R4D, h. 244. 
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3. Penarikan kesimpulan (conclusion), merupakan perumusan kesimpulan 
setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan 
masalah. 
G. Penguji Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, menjaga keabsahan data yang diperoleh 
merupakan faktor utama. Maka, dalam melakukan keabsahan data, peneliti perlu 
memeriksa data kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan, 
agar tidak terjadi kesalahan, maka peneliti malakukan uji kredibilitas data. 
Menurut Sugiyono, dalam uji kredibilitas data terdapat empat macam cara
3
 yaitu: 
1. Perpanjangan Pengamatan 
Perpanjangan keikutsertaan bertujuan untuk membangun kepercayaan 
informan dan diri peneliti, merupakan proses pengembangan yang setiap harinya 
akan semakin bertambah, dan merupakan alat untuk mencegah adanya penipuan 
informasi dari subyek.
4
 Sebagai bukti peneliti melakukan perpanjangan 
pengamatan. “ kemudian, dilampirkan pada lembar laporan penelitian.”5 
2. Peningkatan Ketekunan 
Peningkatan ketekunan merupakan teknik pemeriksaan data, dimana 
peneliti dituntut untuk lebih teliti dan rinci dalam menghubungkan faktor-faktor 
yang menonjol. “peneliti berulang-ulang menelaah hasil penelitiannya dari akhir, 
sehingga peneliti benar-benar memahami penelitiannya,serta menghasilkan 
                                                          
3
 Sugiyono, metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R$D, h.244   
4
 Lexy J. Moleong, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, PT. Remaja 
Rosdakarya, Bandung, H. 329  
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 Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R$D. Alfabeta, h.271.   
33 
 
 
 
penelitian yang akurat.”6 Sebagai bekal bagi peneliti dalam peningkatan 
ketekunan, peneliti lebih banyak membaca dari barbagai literatur yang sesuai 
dengan penelitian, guna memperluas dan mempertajam penelitian. 
3. Triangulasi 
Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah diperoleh. 
Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, 
triangulasi untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 
yang sama. 
Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian, baik dari wawancara, 
observasi dan dokumentasi. “dengan kata lain triangulasi merupakan menguji 
keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teknik dan sumber data.
7
 
Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, 
maka data yang diperoleh dianggap kredibel. 
4. Member Check 
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari 
informan, seperti data dokumentasi. Tujuan dari melakukan member check adalah 
untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh peneliti dari informan.Apabila 
                                                          
6
 Sugiyono, 2014, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung, h.124  
  
7
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, edisi 
kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 264   
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data yang di peroleh disepakati oleh informan, maka datanya valid. Sehingga, data 
yang diperoleh semakin kredibel atau dapat di percaya. 
8
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah  Desa Bone-Bone 
 Desa Bone-Bone terbentuk pada tahun 2008 dan merupakan hasil 
pemekaran dari Dusun Bone-Bone Desa Pepandungan. Dusun Bone-Bone yang 
sebelumnya menjadi Desa Bone-Bone dalam proses perjalanan pembangunan 
menjadikan swadaya / partisipatif menjadi kearifan lokal dalam ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan daerah khususnya dalam wilayah Desa Bone-Bone sendiri. 
Pada tahun 2000 Desa Bone-Bone mengalami berbagai kemajuan 
pembangunan dan masyarakat semakin sadar sehingga Desa Bone-Bone menjadi 
kawasan tanpa rokok. Program ini berjalan selama lima tahun dan mengalami 
kemajuan dan dorongan masyarakat begitu pula tamu-tamu yang datang.
1
 
Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 8 oktober 2018 kepada Bapak Idris 
selaku mantan Kepala Desa  yang pertama menerapkan kebijakan tanpa rokok di 
Desa  Bone-Bone sebagai berikut: 
 Yang melatarbelakangi sehingga muncul ide menjadikan Desa Bone-Bone 
sebagai kawasan tanpa rokok menyangkut masalah pembangunan  kedepannya  
dimana hampir semua pelajar yang menempuh pendidikan semua gagal 
disebabkan karena rokok,kebijakan bebas asap rokok mulai tahap di 
sosialisasikan pada tahun 2000 bahwa tidak boleh merokok dan  menjual rokok di 
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 Sumber data dari Kantor Desa 2015  
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Desa Bone-Bone dan fiksnya di berlakukan kawasan tanpa rokok  pada tahun 
2005.mengambil falsafah bahwa tidak akan padam api kalau bukan air yang 
memadamkan artinya kalau kita menjalankan kita harus jalan di bawah dengan 
rendah hati dan ketika kita mendapat masalah atau tantangan tidak langsung 
berkeras kepala tetapi kita mengambil hikmahnya.
2
 
Dan tahun 2006 tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama bermusyawarah 
untuk menjadikan Dusun Bone-Bone menjadi Desa,kemudian dibentuk 
kepengurusan, administrasi, hingga tahun 2008 diresmikan menjadi Desa Bone-
Bone yakni pada tanggal 3 Januari 2008.   
2. Gambaran Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Desa di Kecamatan Baraka, 
Kabupaten Enrekang, yaitu Desa Bone-Bone. Desa Bone-Bone merupakan daerah 
pegunungan dan merupakan salah satu daerah dingin di Kecamatan Baraka 
dengan luas wilayah seluas ± 19.165KM². Jarak Desa Bone-Bone dengan pusat 
Ibu Kota Kabupaten Enrekang ±55 km dan jarak Desa Bone-Bone ke Kecamatan 
Baraka ±18 km. Desa Bone-Bone mudah untuk  dijangkau oleh pemerintah 
setempat meskipun letaknya sangat  jauh,  karena pembangunan infrastruktur 
jalan  tergolong sudah bagus.  
Masyarakat  Desa Bone-Bone bisa dibilang sudah tidak ketinggalan kalau 
masalah pendidikan, karena sudah banyak pemuda dan pemudi di sana yang 
keluar daerah untuk menuntut ilmu, tapi disamping itu rata-rata masyarakat Desa 
Bone-Bone adalah petani jangka panjang contohnya padi,  kopi dan lainnya. 
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 Wawancara Langsung dengan narasumber mantan Kepala Desa (Bapak Idris)   
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Batas Desa Bone-Bone yaitu: arah Utara berbatasan dengan Desa 
Pepandungan, Arah barat berbatasan dengan Desa Kendenan, Arah Timur 
berbatasan dengan Kab.Luwu dan arah Selatan berbatasan dengan Desa 
Latimojong. 
No Batas Desa/Kelurahan 
1  Utara  Desa Pepandungan 
2 Barat Desa Kendenan 
3 Timur Kab.Luwu 
4 Selatan Desa Latimojong 
Tabel 1.1 : Bagian Batas-Batas Desa Bone-Bone
3
 
Jumlah penduduk Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang dalam skala dusun yaitu, dusun Bt.Billa dengan jumlah penduduk 319 
orang, kemudian dusun Bungin-Bungin yang memiliki jumlah penduduk 323 
orang, dusun Pendokesan dengan jumlah penduduk 216 orang. 
No Nama Dusun 
Jumlah Jiwa Kepala 
keluarga 
L P Total 
1. 
2. 
3. 
Bt.Billa 
Bungin-Bungin  
Pendokesan 
181 
177 
131 
138 
146 
85 
319 
323 
216 
 
52 
50 
40 
Jumlah 489 369 858 142 
Tabel 1.2: Jumlah Penduduk di Setiap Dusun.
4
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 Sumber kutipan dari data Desa, 2015   
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Jumlah penduduk yang ada di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang menurut jenis kelamin yaitu dengan jumlah penduduk laki-
laki 489 orang dan perempuan 369 orang. 
No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 
1 Laki-Laki 489 
2 Perempuan 369 
Jumlah 858 
Tabel 1.3: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.
5
 
Keadaan Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 
menurut mata pencarian, sebagaimana mata pencarian di Desa Bone-Bone adalah 
mayoritas petani dengan jumlah 582 orang, 3 orang pegawai Negeri sipil dan 6 
orang pedagang. 
No Mata Pencarian Jumlah 
1 Petani 582 orang 
2 Pegawai Negeri Sipil 3 orang 
3 Pedagang 6 orang 
Tabel 1.4: Keadaan Penduduk Desa Bone-Bone Menurut Mata Pencarian.
6
 
Keadaan tingkat pendidikan di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang , menurut penelitian yang telah dilakukan oleh pemerintah 
setempat bahwa penduduk Desa Bone-Bone yang Pra sekolah berjumlah 113 
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6
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orang, yang tamat SD 270 orang. Sedangkan di Desa Bone-Bone yang Tamat 
SMP berjumlah 223 orang, kemudian yang tamat SLTA 176 orang dan yang 
selesai sampai ke perguruan tinggi berjumlah 38 orang. 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Pra Sekolah  113 Orang 
2 SD 270 Orang 
3 SMP 223 Orang 
4 SLTA 176 Orang 
5 Sarjana 38 Orang 
Jumlah 820 Orang 
Tabel 1.5: Keadaan pendidikan di Desa Bone-Bone.
7
 
3. Struktur Pemerintahan Desa Bone-Bone 
Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 
sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Sedangkan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diakatakan bahwa Desa adalah 
Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
8
 
Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka diperlukan perangkat-perangkat tertentu 
yang bertugas untuk melaksanakan wewenang yang telah ditetapkan. Untuk itu 
dibentuklah pemerintah desa yang akan melaksanakan tugas dari pemerintahan 
desa. Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat 
desa, pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa 
beserta para aparaturnya atau yang biasa disebut dengan Perangkat Desa yang 
bertugas mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, pemerintahan desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dipimpin oleh 
kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban 
masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan 
rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama 
dengan BPD. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 25 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
desa, pemerintah desa Bone-Bone membentuk struktur pemerintahan yang masing 
masing memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa yang menjadi pemegang 
pemerintahan di desa yang kemudian dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari 
sekertaris desa, bendahara desa, kepala urusan dan kepala dusun. Selain kepala 
desa dan perangkat desa, struktur pemerintah desa juga terdiri dari BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokrasi 
Gambar 2.1: Bagan Struktur Organisasi Desa Bone-Bone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Kantor Desa Bone-Bone
9
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 Sumber data dari kantor Desa, 2015 
MURLIN, S. Ag 
BPD 
ABDUL WAHID 
KADES 
Muhammad Fahri  
SEKRETARIS  DESA 
Amiruddin 
KD.BT.Billa 
Darwis 
KD.Bungin-bungin 
Ulfa Saada,S.Pi 
KASI PLYNAN 
Basri.B 
KASI KSJHTRA 
Marwan 
KAUR PRNC 
Hamdan J 
KASI PEMERT 
Amir 
KD.Pendokesan 
Uswatul Khaerah 
KAUR KEU 
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4. Visi dan Misi 
a. V i s i  (Visi Kepala Desa) 
Visi Pembangunan Desa Bone-Bone merupakan gambaran kesuksesan 
yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. Untuk itu 
Visi Pembangunan Desa Bone-Bone untuk 2015-2019 adalah: 
“MENJADIKAN DESA BONE-BONE MENJADI DESA SEHAT 
SEJAHTERA DAN BERAHLAK MULIA MELALUI PENDEKATAN 
PARTISIPATIF DARI SEMUA UNSUR PADA TAHUN 2019” 
b. M i s i  (Misi Kepala desa) 
Desa Bone-Bone mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 
2015-2019  adalah sebagai berikut:   
1) Mendorong peningkatan layanan masyarakat melalui kelembagaan 
desa. 
2) Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum desa. 
3) Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat. 
4) Perlunya peningkatan sumber daya manusia. 
5) Mendorong adanya jaminan harga pertanian. 
6) Mendorong optimalisasi sumber daya sektor parawisata. industri 
rumah tangga usaha kecil dan menengah. 
7) Mendorong optimalisasi sektor peternakan dan perikanan. 
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8) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan 
sehari-hari baik dalam pemerintah maupun dengan masyarakat. 
Selain itu, dalam rangka untuk menjaga sinergitas dengan visi pada 
dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah daerah kabupaten Enrekang, 
penyusunan visi pembangunan desa Bone-Bone tahun 2015-2019 juga 
memperhatikan visi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018 (Peraturan Daerah Kabupaten 
Enrekang Nomor 7 Tahun 2014)  yaitu: 
“KABUPATEN ENREKANG YANG MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA DI 
TAHUN  2028”. 
Dengan misi-misi sebagai berikut: 
1) Mewujudkan   Konsep   Pengembangan   Daerah   Agropolitan 
2) Mewujudkan   Kemandirian   Daerah 
3) Mengembangkan Berbagai Produk Pertanian Komoditas Uggulan  
Berbasis  Ekonomi  Masyarakat  Dan  Berorientasi  Pasar 
4) Mewujudkan   Pemerataan   Pembangunan  Berwawasan   Lingkungan 
5. Potensi dan Masalah 
1. Potensi 
Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa 
Bone-Bone yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk 
mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang 
adalah : 
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a. Sumberdaya Manusia 
Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang 
melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada 
beberapa diantaranya yang menyandang gelar sarjana dari berbagai 
jurusan Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya 
angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang 
Perguruan Tinggi.Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 
Pemerintah Desa Bone-Bone dalam meraih visi cerdas. 
b. Demografi   
Jumlah penduduk ± 858 jiwa termasuk jumlah yang Menengah bagi 
ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi 
satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi 
sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki 
dengan perempuan adalah hampir seimbang.   
Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi 
menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas 
masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan 
pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak 
selamanya pertambahan penduduk membawa dampak negatif, 
malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan 
penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan 
angka usia kerja setiap tahunnya. 
Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana 
dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap 
pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks 
hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor 
swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor 
tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus 
dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka 
luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal). 
c. Pertanian dan Peternakan  
Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas sekitar 150 
Ha dan perkebunan seluas 461 Ha yang terbentang luas tersebar di 
setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah 
produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan 
sentuhan teknologi yang tepat. 
Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan adalah unggas (bebek 
dan ayam) dan ternak besar (sapi, kerbau, dan kambing). 
d. Sarana dan prasarana 
Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya (jalan beton) 
yaitu Poros yang menghubungkan Desa Bone-Bone dan Kendenan 
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Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; Sarana kantor desa 1 
unit, sarana pendidikan berupa Sekolah 2 Unit, sarana kesehatan 
berupa Pustu permanen  1 unit dan Posyandu 1 unit, serta Masjid 2 
buah.  
NO Sarana dan Prasarana Jumlah 
1 Kantor Desa 1 Unit 
2 Sekolah 2 Unit 
3 Pustu permanen 1 Unit 
4 Posyandu 1 unit 
5 Mesjid 1 unit 
Tabel 1.6:Sarana dan Prasarana Desa Bone-Bone
10
 
2. Masalah  
Setelah mengidentifikasi masukan-masukan seluruh elemen masyarakat 
Desa Bone-Bone dan pihak lain yang berkepentingan maka dapat dirumuskan 
beberapa masalah : 
a. Sarana dan Prasarana Jalan ; Perawatan jalanan poros dan lorong 
yang sangat terlambat dibanding yang seharusnya, juga masih 
minimnya jumlah jalanan usaha tani. 
b. Sarana dan Prasarana Ekonomi ; Belum tersedia pasar. Pendapatan 
perkapita masih rendah dan kurangnya minat/jiwa wirausaha. 
c. Sarana dan Prasarana Sosial kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga 
; Belum tersedia ruang serbaguna, belum ada lapangan olahraga 
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yang refresentatif. Masih tinggi angka pengangguran dan masih 
ditemukan adanya keluarga miskin. 
d. Sarana dan Prasarana Kesehatan ; Belum maksimalnya pemanfaatan 
Pustu dan Posyandu, Pelayanan kesehatan terhadap kelompok balita 
dan usia lanjut termasuk keluarga miskin belum memuaskan. Belum 
ada tindakan nyata terhadap usaha peningkatan gizi masyarakat 
termasuk kelompok usia anak sekolah. 
e. Kelembagaan Masyarakat; Minimnya perhatian dan minat 
masyarakat terhadap kelembagaan masyarakat Desa. Belum 
maksimalnya potensi kelompok-kelompok tani yang sudah terdaftar 
begitupula kelompok perempuan yang masih harus dibina dan 
dikembangkan, serta belum tersedianya gedung/kantor kelembagaan 
masyarakat. 
f. Kelembagaan Pemerintahan ; Belum tersedianya Kantor BPD yang 
refresentatif.  Kompetensi dan profesionalisme anggota BPD dan 
para staf desa termasuk para Kepala Dusun masih harus 
diberdayakan dan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan 
B. Analisis Hasil Penelitian 
Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang Kebijakan 
Kepala Desa Dalam Membangun Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-
Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang diperoleh langsung dari 
lapangan melalui dokumentasi dan wawancara. Pada pembahasan ini akan 
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disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa 
narasumber mengenai kebijakan dan sanksi yang di kenakan kepada pengguna 
rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
1. Kebijakan kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang tentang kawasan Bebas Asap Rokok 
Sesuai teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn mengenai tahapan 
implementasi kebijakan, jika dikaitkan dengan proses pelaksanaan peraturan desa 
Bone-Bone dapat dijelaskan bahwa, Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Bebas Asap Rokok yang ditetapkan di Desa Bone-Bone pada 11 
September 2009 memang telah dilaksanakan secara resmi sejak tahun 2009, 
namun demikian pelaksanaan kebijakan ini masih dianggap kurang efektif dalam 
memberikan pemahaman bagi masyarakat. 
Barulah pada tahun 2011 masyarakat mulai memahami dan secara 
perlahan mulai mentaati aturan tersebut. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya 
informasi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan mengenai isi kebijakan 
tersebut dan kurang dilibatkannya masyarakat secara menyeluruh dalam 
pelaksanaan kebijakan ini. 
Adapun pola penerapan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dan 
memperkenalkan pihak atau objek yang diajak, agar pihak atau objek tersebut 
dapat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh 
masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi bukan semata-mata agar kaidah-
kaidah dan nilai-nilai diketahui serta dimengerti. Tujuan akhir adalah agar melalui 
sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik 
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manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 
berlaku serta agar yang bersangkutan dapat menghargainya.
11
 
Sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar seluruh masyarakat dapat 
mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, 
tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan 
mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.
12
 
Perlu dilaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada seluruh komponen 
masyarakat baik masyarakat lokal maupun para pemangku kepentingan lainnya, 
untuk membuat masyarakat menerima, memahami dan mendukung suatu 
kebijakan yang telah dibuat. Sistem sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
Desa Bone-Bone untuk melaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada 
masyarakat melalui berbagai teknik sosialisasi yaitu melalui sosialisasi langsung 
maupun sosialisasi tidak langsung. 
a. Sosialisasi Langsung 
Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-
Bone dalam mensosialisasikan peraturan Desa Bone-Bone khususnya peraturan 
Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok adalah 
dengan melalui dialog atau diskusi dengan seluruh komponen masyarakat terkait 
dampak yang disebabkan oleh rokok terhadap berbagai aspek kehidupan, baik 
kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. 
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 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , h. 493. 
  
12
 Riant Nugroho D, kebijakan publik formulasi,implementasi dan evaluasi, (Jakarta:PT. 
Elex Media Komputido, 2003, h. 90-91.   
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Metode yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bone-Bone dalam 
sosialisasi langsung kepada masyarakat, dilakukan dengan berbagai cara salah 
satunya adalah dengan tatap muka secara langsung (diskusi) yang dilakukan oleh 
pemerintah Desa Bone-Bone dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bone-Bone. 
Dalam proses diskusi yang dilakukan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat, 
dilakukan di setiap ada kesempatan, hal ini berdasarkan pemaparan dari Bapak 
Abd. Wahid, sebagaimana dalam wawancara berikut:  
Kapan saja dan dimana saja kita selalu memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa menggunakan rokok itu berbahaya baik pada saat 
gotong royong, acara pernikahan, pengajian, dan lain sebagainya. Kita 
selalu berusaha untuk membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya 
yang diakibatkan oleh rokok.
13
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peraturan desa 
yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone dalam mensosialisasikan atau 
membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya rokok bagi kehidupan tidak 
harus dilakukan dalam forum-forum formal, akan tetapi hal itu dapat juga 
dilakukan dalam forum-forum non formal. 
Hal ini sebenarnya memberikan dampak bagi tingkat pemahaman 
masyarakat terkait dampak yang diakibatkan rokok dan mengkonsumsi makanan 
yang mengandung zat pewarna sintetik dan bahan kimia berbahaya, dikarenakan 
proses komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dilakukan pada 
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 Wawancara dengan Pak Abd. Wahid, kepala Desa, pada tanggal 8 Oktober 2018  
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waktu masyarakat bisa mendengar atau menyimak penjelasan dari pemerintah 
desa dibanding dalam forum-forum yang biasanya dianggap kaku dan ribet. 
Selain itu, kegiatan gotong royong atau pernikahan dan kegiatan 
kemasyarakatan lainnya selalu dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga 
penyampaian materi tentang dampak rokok dapat didengar oleh masyarakat 
dibandingkan pada forum-forum tertentu yang kebanyakan masyarakat tidak dapat 
hadir karena alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan sosialisasi langsung mengenai kebijakan bebas asap rokok yang 
dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan tatap muka seperti diskusi, 
rapat, penyuluhan, pengajian bersama dengan masyarakat desa. 
Proses diskusi dilakukan pada setiap ada kesempatan seperti pada waktu 
kerja bakti, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal ini 
dilakukan agar masyarakat bisa paham dengan kebijakan yang disampaikan 
karena dilakukan dengan santai dan dalam keadaan yang tidak kaku atau formal, 
sehingga hal tersebut dapar mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. 
b. Sosialisasi Tidak Langsung 
Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara atau 
metode, baik melalui media cetak seperti poster, stiker, brosur atau melalui media 
lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan proses sosialisasi tidak 
langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone dalam 
mensosialisasikan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap 
rokok dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan melalui 
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media cetak berupa poster, brosur, stiker dan lain sebagainya yang dibuat oleh 
pemerintah desa dan disebar di seluruh pelosok desa Bone-Bone. 
Kegiatan sosialisasi melalui media cetak berupa poster merupakan salah 
satu media untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dengan gambar dan 
menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, serta mudah dimengerti, gambar yang 
ditampilkan menggunakan warna-warna yang mencolok dan menarik perhatian, 
walaupun hal tersebut terkesan sederhana namun maksud yang ingin disampaikan 
sangat jelas. 
Seperti mencantumkan gambar tentang penyakit atau bahaya yang 
disebabkan ketika kita mengkonsumsi rokok, kemudian dilengkapi dengan kata-
kata singkat yang bersifat menyindir atau menyadarkan masyarakat tentang 
bahaya rokok. Poster dicetak kemudian ditempelkan pada tempat-tempat yang 
sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul, 
misalnya balai desa, tempat ibadah, pos ronda dan tempat lainnya.Sebagaimana 
hasil wawancara pada tanggal 4 oktober 2018  bapak Amiruddin selaku kepala 
Dusun Buntu Billa bahwa: 
Setelah adanya kebijakan ini masyarakat desa bone-bone khususnya 
masyarakat Buntu Billa sudah tidak batuk-batuk lagi melainkan di pengaruhi oleh 
cuaca yang tidak menentu musimnya.
14
 
Namun demikian, proses sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan 
poster ini kurang ditanggapi oleh masyarakat, apalagi masyarakat desa Bone-Bone 
yang mayoritas bekerja sebagai petani kebanyakan aktifitasnya dilakukan di 
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 Wawancara dengan Pak Amiruddin kepala Dusun Buntu Billa Desa Bone-Bone pada 
tanggal 4 Oktober 2018.  
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ladang sehingga mereka tidak bereaksi dengan penempelan poster tersebut. Selain 
poster, brosur juga menjadi sarana sosialisasi lain yang cukup membantu. 
Brosur dibuat dengan gaya bahasa yang sederhana, singkat dengan desain 
yang menarik dengan disertai dengan gambar-gambar dan foto serta berisikan 
informasi praktis tentang bahaya rokok bagi kesehatan diri sendiri maupun orang 
lain serta dampak yang dihasilkan bagi perokok baik dampak secara ekonomi, 
kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Untuk mengetahui sejauh mana 
efektifitas pembuat brosur yang dibagikan kepada masyarakat, berikut adalah 
wawancara dengan bapak Hamdan selaku kepala urusan umum desa Bone-Bone 
yang menangani masalah-masalah seputar keadaan sosial dan kemasyarakatan 
sebagaimana dalam wawancara berikut: 
Untuk masalah sosialisasi melalui media cetak yang salah satunya dengan 
iklan poster atau brosur, kita lakukan dengan membuat poster peringatantentang 
bahaya rokok bagi kesehatan baik untuk si pelaku dan juga untuk orang lain. 
Poster ini kita tempel di tempat-tempat yang di mana masyarakat dapat 
membacanya seperti di masjid, kantor desa, sekolah, atau juga di pos ronda. 
Sedangkan untuk brosur, kita dapatkan dari pemerintah Kabupaten Enrekang 
melalui Dinas Kesehatan yang membuat poster tersebut. Posterposter tersebut 
kemudian kita bagikan ke seluruh masyarakat pada waktu sehabis shalat jum’at 
sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh warga mendapatkan. Selain poster dan 
brosur, kita juga membuat stiker yang berisikan peringatan bahaya rokok dan 
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pesan-pesan tentang larangan merokok yang ditempelkan di setiap rumah yang 
ada di desa Bone-Bone.
15
 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipaparkan bahwa 
pemerintah desa Bone-Bone belum membuat iklan poster atau brosur mengenai 
kebijakan larangan memasukkan dan mengkonsumsi makanan atau bahan 
makanan yang mengandung zat pewarna sintetik dan bahan kimia berbahaya 
lainnya. Akan tetapi, pemerintah Desa Bone-Bone telah melakukan berbagai cara 
untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tentang kawasan 
bebas asap rokok. 
Selain sosialisasi melalui poster, stiker ataupun brosur, pemerintah Desa 
Bone-Bone juga melakukan sosialisasi tentang bahaya rokok dengan 
menggunakan media papan peringatan dan spanduk. Beberapa papan peringatan 
berisikan tentang peringatan untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, 
misalnya “Anda Memasuki Kawasan Bebas Asap Rokok” dan lain sebagainya. 
Papan peringatan yang ada di Desa Bone-Bone dipasang di berbagai tempat, 
misalnya di pintu gerbang sebelum masuk di Desa Bone-Bone, di pusat Desa 
Bone-Bone, di depan kantor Desa dan lain sebagainya. 
Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sosialisasi tidak 
langsung tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok kepada masyarakat 
dilakukan dengan melalui beberapa media tertentu, seperti poster, spanduk, papan 
pengumuman, dan lain sebagainya. Isi dari poster atau media lainnya mengajak 
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 Wawancara dengan Bapak Hamdan J, Kasi Pemert Desa Bone-Bone, pada tanggal 6 
Oktober 2018  
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masyarakat untuk selalu mentaati aturan tentang kebijakan kawasan bebas asap 
rokok. Selain mengajak dan mengingatkan masyarakat, media sosialisasi tidak 
langsung ini juga digunakan untuk memberikan informasi atau memberitahukan 
kepada masyarakat daerah lain atau tamu yang datang ke Desa Bone-Bone bahwa 
ada kebijakan berupa peraturan Desa yang melarang untuk merokok di kawasan 
Desa Bone-Bone. 
Pelaksanaan sosialisasi peraturan Desa Bone-Bone tentang kawasan bebas 
asap rokok yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone, baik secara 
langsung maupun tidak langsung pada dasarnya bertujuan untuk memberi 
pemahaman kepada seluruh masyarakat desa tentang bahaya atau dampak yang 
akan dihasilkan oleh rokok baik untuk individu/pelaku dan dampak bagi orang 
lain, dampak yang dihasilkan bukan sekedar mengganggu kesehatan tetapi juga 
berdampak dalam segi ekonomi, pendidikan dan agama. Selain itu, sosialisasi 
kebijakan dilaksanakan agar masyarakat dapat setuju dengan aturan yang akan 
diterapkan sehingga pelaksanaan aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. 
Seharusnya dengan diterapkannya kebijakan kawasan bebas asap rokok, 
dapat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat  perokok  untuk  tidak 
merokok di area desa Bone-Bone, terutama  di  tempat-tempat tersembunyi dan 
sunyi. Namun  pada  kenyataannya  tidak demikian. Tidak  tampak peningkatan 
kesadaran masyarakat perokok. Mereka masih biasa merokok di tempat-tempat 
tersembunyi. Razia pengawasan semakin jarang dilakukan. Adapun fakta yang 
terjadi di lapangan, ada sebagaian masyarakat yang melaksanakan kebijakan 
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tersebut, tetapi ada juga yang belum melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan 
penjelasan di atas. 
Dampak Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap 
Rokok Terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone. 
Bangsa Indonesia tergolong penggemar rokok. Merokok merupakan 
kebiasaan yang telah menjadi bagian dari rutinitas bahkan menjadi budaya dalam 
masyarakat. Kebiasaan merokok adalah kebiasaan buruk nenek moyang kita yang 
tetap kita lestarikan sampai hari ini. Kebiasaan tersebut bersinggungan langsung 
dengan hak para perokok untuk merokok, dan hak bukan perokok untuk 
menghirup udara yang bersih dan sehat. Banyak perokok di Indonesia yang sudah 
menyadari akan bahaya merokok. Namun, kesadaran bahaya merokok tidak lantas 
membuat mereka berhenti untuk merokok. 
Para perokok biasanya tidak mau disebut pecandu, ketagihan, atau 
ketergantungan. Pecandu rokok merasakan kenikmatan rokok karena adanya 
nikotin. Nikotin adalah psikotropika stimulan yang mendatangkan perasaan 
tenang, segar dan fit. Perokok jadi berfikir jernih, hilang rasa lapar, hilang rasa 
kantuk, dan menjadi bersemangat untuk bekerja.
16 
Bagi pecandu rokok, nikotin dalam rokok itulah yang dapat membuat 
hidup menjadi lebih hidup. Hidup menjadi nikmat. Sayangnya, nikotin 
menyebabkan ketagihan dan kecanduan. Rokok tergolong narkoba golongan 
kedua (psikotropika) atau golongan ketiga (bahan adiktif lainnya). Dengan 
demikian, merokok sama dengan mengkonsumsi narkoba. Menurut Majelis 
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 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya,(Jakarta: PT 
Gelora Aksara Pratama, 2008) h. 58  
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Ulama Indonesia (MUI), narkoba itu haram. Jadi, rokok seharusnya juga dianggap 
haram.Selain itu, rokok dianggap sangat berpengaruh pada berbagai aspek 
kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan agama. Secara tidak 
langsung mereka telah membuang-buang uang yang seharusnya bisa 
dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat, tapi kenyataannya 
dipergunakan untuk membeli rokok. Sebagaimana hasil wawancara yang 
dilakukan oleh penulis pada tangga 8 Oktober 2018 kepada narasumber  (bapak 
Idris selaku mantan kepala Desa Bone-Bone) adalah sebagai berikut:  
Menurut agama makruh tapi kebanyakan masyarakat bone-bone 
mengatakan haram,dan di dalam alquran dikatakan  janganlah kamu membuang 
diri mu kelembah kebinasaan dan sama halnya dengan merorok karna kita kita 
sudah tau kalau merokok mendatangkan penyakit tapi kita masih dekati.
17
 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah 195 
                                      
Terjemahnya: 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 
baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik. 
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 Wawancara  dengan pak Idris mantan Kepala Desa Bone-Bone pada tanggal 8 Oktober 
2018.    
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Dan merokok bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, 
oleh karena itu bertentangan dengan larangan Al-Qur’an dalam QS. An-Nisa’ 29 
                       
                             
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu,Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 
Upaya untuk menyadarkan para pecandu rokok untuk meninggalkan rokok 
memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye 
bahaya rokok bagi kesehatan hingga penerapan tentang pencantuman peringatan 
tertulis bahayanya di kemasan, bahkan yang terkini dan menjadi bahan 
perbincangan saat ini yaitu tertera gambar bahaya atau penyakit-penyakit yang 
disebabkan oleh rokok yang sangat mengerikan pada kemasan rokok. Akan tetapi 
gambar mengerikan tersebut tidak terlalu dihiraukan oleh para pecandu rokok. 
Sejauh ini, pemerintah memang telah mengeluarkan atau membentuk 
aturan atau kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir atau menanggulangi 
penyebaran rokok terutama bagi perokok pasif, namun kebijakan tersebut masih 
sebatas aturan yang belum bisa dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. 
Salah satu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang rokok adalah 
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Undang-Undang Kesehatan nomor 36 pasal 115 tahun 2009 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok.
18 
Aturan tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk dalam Kawasan Tanpa 
Rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, 
tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat 
umum serta kawasan lain yang telah ditetapkan. Penetapan Kawasan Tanpa 
Rokok merupakan salah satu bentuk pengamanan zat adiktif agar tidak 
mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, 
dan lingkungan.
 
2. Penerapan sanksi yang dikenakan kepada orang yang kedapatan 
merokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang 
Setelah adanya Pembentukan peraturan Desa tentang rokok ini bertujuan 
untuk meminimalisir dan membantu masyarakat untuk menjauhi rokok atau 
berhenti merokok, karena sebenarnya banyak masyarakat yang sangat ingin 
berhenti merokok tapi sulit untuk melakukannya, makanya pemerintahan Desa 
Bone-Bone membuat peraturan agar masyarakat tidak merokok di kawasan Desa 
Bone-Bone, kalau ingin merokok harus keluar dari Desa, sehingga masyarakat 
yang merokok akan mengurungkan niat untuk jauh-jauh keluar desa hanya untuk 
merokok. Selain itu, peraturan ini dibuat untuk menjauhkan masyarakat dari 
bahaya rokok bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2006 ttentang kesehatan  
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Namun, dari hasil wawancara peneliti, masih ada saja masyarakat yang 
melanggar atau tidak mematuhi peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok 
tersebut walaupun mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. 
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Idris, berdasarkan wawancara berikut: 
 Sebagian masyarakat dari Desa Bone-Bone khususnya perokok masih 
biasa mencuri-curi kesempatan untuk merokok. Mereka merokok di kawasan 
Desa seperti di kebun, dalam rumah, dan tempat tersembunyi lainnya. Mereka 
beranggapan bahwa para penggagas aturan ini telah merenggut hak asasi 
mereka karena merokok adalah hal yang telah dilakukan secara turun temurun 
dan sudah menjadi sebuah kebiasaan.
19
 
Beberapa masyarakat di Desa Bone-Bone khususnya perokok keberatan 
dengan diberlakukannya kebijakan kawasan bebas asap rokok dikarenakan 
mereka menganggap bahwa merokok adalah sesuatu yang menyangkut hal pribadi 
yang bebas mereka lakukan. Sebagian dari masyarakat Desa Bone-Bone juga 
tidak terlalu sependapat dengan kebijakan tersebut tetapi terpaksa mematuhinya 
karena sudah menjadi keputusan pemerintahan desa. 
Sesuai teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, 
pada tahap implementasi kebijakan jika dikaitkan dengan proses pelaksanaan 
peraturan desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap 
Rokok, maka dapat dijelaskan bahwa dengan  diterapkannya  kebijakan  kawasan 
bebas rokok ini, seharusnya dapat diharapkan meningkatnya kesadaran 
masyarakat  perokok untuk tidak lagi merokok di kawasan desa Bone-Bone. 
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 Wawancara dengan Bapak Idris selaku masyarakat Desa Bone-Bone, pada tanggal  8 
Oktober 2018.  
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Namun  pada kenyataannya  tidak  demikian. Tidak  tampak peningkatan 
kesadaran masyarakat perokok bahkan masih banyak masyarakat yang merokok 
sembunyi-sembunyi di tempat tersembunyi dan sepi. Sebagaimana hasil 
Wawancara dengan bapak Abbi, Masyarakat Desa Bone-Bone pada tanggal 7 
oktober 2018 bahwa: 
 ketika saya  berenti mengkonsumsi rokok bukannya merasa sehat, 
melainkan justru akan timbul rasa sakit  kepala, malas untuk bekerja dan 
perasaan mudah untuk emosi karna rokok bagi saya seakan menjadi kebutuhan 
pokok.
20
 
Sebagian perokok menyadari bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan 
dan lingkungannya, namun mereka dengan berbagai alasan merasa sulit untuk 
meninggalkan kebiasaannya. Bagi sebagian besar pecandu rokok, melepas dari 
jeratan kecanduan rokok tidaklah mudah. Banyak orang telah berusaha berhenti 
merokok. Ada yang bernazar kalau bisa berhasil berhenti dari merokok. Ada yang 
makan permen untuk menggantikan rokok. Ada pula yang melakukan banyak 
aktivitas untuk  melupakan keinginan merokok. Ada yang telah tiga sampai empat 
kali mencoba berhenti, tetapi belum juga berhasil. 
Diberlakukannya Peraturan Desa No. 1 tahun 2009 tentang Kawasan   
Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, memberikan dampak tersendiri terhadap 
masyarakat yang perokok. Karena dengan adanya peraturan desa tersebut mereka 
tidak bebas lagi untuk merokok, bahkan harus berhenti merokok.. Tidak 
segampang membalikkan telapak tangan. Dan tidak mudah Seperti yang 
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 Wawancara dengan Bapak Abbi selaku masyarakat Desa Bone-Bone, pada tanggal  7 
Oktober 2018.  
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dikemukakan oleh Bapak Arifin selaku masyarakat Desa Bone-Bone pada tanggal 
5 oktober 2018 dalam wawancara sebagai  berikut: 
 Merokok sudah menjadi kebiasaan kami dari dulu, susah untuk dirubah 
atau bahkan dihilangkan untuk langsung menerima kebijakan yang telah 
diterapkan ini.
21
 
Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Darwis selaku kepala dusun Bungin-
Bungin berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Oktober 2018 sebagai 
berikut  
Di desa Bone-Bone masih biasa terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan 
oleh masyarakat perokok, menyangkut tentang peraturan kawasan bebas asap 
rokok tersebut. Pelanggaran yang dilakukan berupa merokok dengan sembunyi-
sembunyi, atau ada keluarga (tamu) yang datang dari luar desa.
22
 
Hal ini juga diakui oleh Bapak Abd. Wahid Selaku kepala Desa Bone-
Bone berdasarkan wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagai  berikut: 
Walaupun sudah tidak ada kios penjualan yang menjual rokok namun masih 
saja terjadi pelanggaran di desa Bone-Bone dikarenakan masyarakat perokok 
membawa rokok dari luar kawasan desa ini, apalagi  jalanan desa Bone-Bone 
merupakan jalan poros untuk ke desa-desa lainnya, jadi biasa ada masyarakat 
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 Wawancara dengan Bapak Arifin selaku masyarakat Desa Bone-Bone, pada tanggal 5 
Oktober 2018.  
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 Wawncara dengan bapak Darwis, Kepala Dusun Bungin-Bungin, pada tanggal 6 
Oktober 2018.  
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dari luar yang merokok sambil mengendarai motor atau mobil, tanpa 
mengindahkan peraturan yang ada di sini.
23
 
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di desa Bone-Bone khususnya 
peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok, bukan hanya dilakukan oleh 
masyarakat yang bertempat tinggal di desa Bone-Bone tetapi juga dilakukan oleh 
masyarakat pendatang dari luar desa Bone-Bone. Mereka bahkan sudah membawa 
rokok dari luar kawasan desa Bone-Bone, dan mengkonsumsinya di dalam 
kawasan desa tersebut. Seperti halnya pada pelaksanaan kebijakan atau peraturan 
pada umumnya, di mana kebijakan atau aturan dibentuk dengan sanksi atau 
hukuman yang diberikan bagi pelanggar aturan tersebut. Sanksi dibentuk untuk 
meminimalisir atau mencegah timbulnya pelanggaran akan kebijakan yang telah 
ditentukan. Dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok yang ada di 
desa Bone-Bone dibentuk pula sanksi tertentu yang diberikan bagi masyarakat 
yang ditemukan melanggar aturan atau kebijakan kawasan bebas asap rokok. 
Sebagaimana hasil Wawancara dengan Abd. Wahid, Kepala Desa Bone-
Bone di kantor desa pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagai berikut: 
Walaupun kebijakan ini dilengkapi dengan sanksi atau hukuman yang 
telah ditetapkan untuk diberikan bagi pelaku yang melanggar pelaksanaan 
kebijakan kawasan bebas asap rokok tersebut, namun masih ada masyarakat 
perokok yang merokok di kawasan desa tersebut. 
24
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 Wawancara dengan bapak Abd.Wahid ,Kepala Desa Bone-Bone,pada tanggal  8 
Oktober 2018. 
  
24
 Wawancara dengan bapak Abd.Wahid ,Kepala Desa Bone-Bone,pada tanggal  8 
Oktober 2018. 
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Sanksi dari Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Bebas Asap Rokok, yaitu: 
a) Setiap warga masyarakat yang ditemukan melanggar peraturan ini 
diberikan sanksi moral yaitu dipekerjakan tanpa imbalan di sarana 
umum seperti, masjid, jalanan umum, kantor Desa, Sekolah, 
Poskesdes,  serta fasilitas lain untuk kepentingan umum secara 
wajar dan adil. 
b)  Bagi warga pendatang yang ditemukan melanggar peraturan ini 
diberikan teguran secara langsung oleh yang menyaksikan dan 
bilamana teguran tersebut di abaikan maka diberikan sanksi 
berikutnya berupa permintaan untuk segera meninggalkan Desa 
Bone-Bone.Metode yang dilakukan dalam pemberian sanksi bagi 
pelanggar aturan tentang kawasan bebas asap rokok di desa Bone-
Bone tersebut berbeda dengan sanksi-sanksi yang diberlakukan 
pada kebijakan atau peraturan-peraturan pada umumnya yang 
kebanyakan sanksinya dikenakan denda berupa uang atau pidana, di 
desa Bone-Bone hanya memberikan sanksi moral yang tujuannya 
memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan juga bagi 
pelaku yang melanggar aturan. 
Pemerintahan Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, 
Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap 
Rokok. Bab VIII, Pasal 12, h. 6 Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada 
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bapak Idris selaku mantan desa bone-bone pada tanggal 8 oktober 2018 sebagai 
berikut: 
Sanksi yang diberikan kepada orang yang kedapatan merokok disuruh 
berteriak di mesjid sebanyak 2 kali dengan mengucapkan “saya kedapatan 
merokok, jangan tiru saya” seperti yang dilakukan Ardi dan Saril yang yang 
terbukti kedapatan merokok pada saat itu tapi sudah di ganti dengan sanksi sosial 
seperti memperbaiki jalanan yang rusak karena itu memperlihatkan pada orang 
banyak dan  waktunya tidak ditentukan dan ini tidak menyiksa tapi itu sebagai 
contoh yg diperlihatkan kepada orang bahwa inilah  sanksinya kalau kita 
melanggar.
25
 
Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 bagi Perokok 
Pasif/Bukan Perokok Dampak buruk dari rokok bukan hanya bagi perokok aktif, 
yang menghisap batang rokok tersebut. Tapi juga berdampak pada perokok pasif 
yang terkena asap yang dihasilkan oleh pembakaran rokok tersebut. Bahkan 
cenderung berdampak negatif dan buruk ke perokok pasif daripada perokok aktif. 
Hal ini bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga sudah merugikan orang lain 
yang tidak bersentuhan dengan rokok secara langsung. Maka dengan 
diterapkannya peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok, sangat didukung 
dan diterima langsung oleh masyarakat yang tidak merokok/perokok pasif. Seperti 
yang dikemukakan oleh Ibu Asliah  pada tanggal 7 Oktober 2018 wawancara 
sebagai berikut: 
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 Wawancara dengan Bapak Idris, mantan Kepala Desa Bone-Bone, pada tanggal 8 
Oktober 2018.  
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Dulu suami saya selalu batuk-batuk tapi setelah berhenti merokok tidak 
batuk-batuk lagi, kalau naik tidak ngos-ngosan. Tidak hirup miki juga asap rokok 
yang dikeluarkan suami yang merokok. Masalah ekonomi jadi enteng karena 
waktu masih merokok, suami saya menghabiskan 1 bungkus rokok dalam 1 hari 
semalam.
26
 
Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa di samping 
ada masyarakat yang tidak setuju dengan diberlakukannya peraturan desa kawasan 
bebas asap rokok terutama bagi perokok, namun masih banyak pula masyarakatn 
yang setuju dengan diberlakukannya peraturan desa ini. Karena berpengaruh 
terhadap ekonomi dan kesehatan. Pengaruhnya terhadap kesehatan dan ekonomi 
yaitu sudah tidak batuk-batuk akibat rokok dan pengeluaran bisa lebih irit. 
Wawancara dengan Bapak Amir selaku kepala Dusun Pendokesan di desa Bone-
Bone pada tanggal 5 Oktober  2018 sebagai berikut: 
 Dengan adanya kebijakan ini pendidikan, infrastruktur dan kesehatan 
sudah mengalami kemajuan misalnya jalan dari kecamatan baraka ke desa bone-
bone sudah di beton semua begitu pula dengan jalan tani,dari segi pendidikan 
sudah bayak anak-anak kami yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan 
dan dari segi kesehatan dapat terhindar dari asap rokok yang dapat mengganggu 
pernapasan.
27
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Tetapi bagi masyarakat yg perokok, kebijakan ini justru membatasi ruang 
geraknya untuk merokok. Karena tidak boleh merokok di kawasan desa Bone-
Bone, bahkan ada yang nekat untuk merokok secara sembunyi-sembunyi di 
kawasan tersebut. Mereka merasa tidak melanggar peraturan karena rokok itu 
legal dan larangan merokok hanya formalitas. Berdasarkan teori kebijakan publik, 
dikatakan bahwa salah satu tahap yang dikemukakan oleh William N. Dunn akan 
menjelaskan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi dalam suatu wilayah 
yang diteliti oleh penulis. Salah satu tahap yang dimaksud yaitu tahap evaluasi. 
Jika dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan Desa Bone-Bone dapat dijelaskan 
bahwa Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok ini 
telah dilaksanakan dan diterapkan di Desa Bone-Bone, namun pelaksanaannya 
masih belum maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan 
kebijakan kawasan bebas asap rokok ini, pemerintah desa harus bisa 
meningkatkan kesungguhan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut dengan rasa tanggung jawab. Selain itu, semangat kesungguhan 
para pelaksana kebijakan terkadang mengendur atau melemah dan oleh karenanya 
dibutuhkan usaha dari pembuat kebijakan untuk kembali meningkatkan semangat 
atau kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.  
Untuk bisa menumbuhkan disposisi para pelaksana kebijakan, faktor 
komunikasi kembali menjadi hal yang penting, komunikasi harus dilakukan 
dengan baik oleh para pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan untuk 
saling menyemangati dan saling meyakinkan dan mengingatkan tentang tujuan 
awal dan pentingnya kebijakan ini dilaksanakan. Pemerintah desa Bone-Bone 
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melakukan usaha atau cara untuk meningkatkan disposisi para pelaksana 
kebijakan agar bisa bersungguh-sungguh kembali dalam melaksanakan kebijakan 
kawasan bebas asap rokok. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah 
dengan melakukan diskusi lebih lanjut dan juga melakukan studi banding ke desa 
atau daerah lain yang masyarakatnya masih merokok. Hal ini kemudian dikaji 
dengan memperhatikan tingkat perekonomian, pendidikan dan akhlak atau 
perilakau masyarakat di desa tersebut kemudian dibandingkan denga kondisi di 
desa Bone-Bone. 
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BAB V 
 PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Kebijakan Kepala Desa tentang kawasan bebas asap rokok diwilayah Desa 
Bone-Bone ini masih belum efektif penerapannya. Berbagai upaya telah 
dilakukan untuk menerapkan kebijakan tersebut mulai dari memanfaatkan 
media seperti poster, spanduk, dan stiker namun hasilnya kurang 
memuaskan. Dengan mengamati fakta yang terjadi di lapangan, masih 
banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan desa tersebut, 
walaupun secara tegas sudah dilarang pemakaiannya dengan 
diterapkannya peraturan desa tersebut di atas dan dilengkapi dengan 
sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan. Ini dibuktikan dengan masih biasa 
ditemukan masyarakat yang merokok secara sembunyi-sembunyi di 
tempat sepi seperti di kebun, di dalam rumah, dan tempat tersembunyi 
lainnya 
2. Adapun beberapa dampak yang dihasilkan oleh penerapan Kebijakan 
Kepala Desa tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, yang diterapkan di desa 
Bone-Bone sampai sekarang, yaitu :  
a) Dampak terhadap Lingkungan,seperti menjadikan ruang dan 
lingkungan desa yang sehat dan bersih. 
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b) Dampak terhadap Kesehatan, seperti melindungi kesehatan anak-anak 
dan ibu-ibu,memperbaiki tingkat kesehatan warga dan menekan angka 
kematian. 
c) Dampak terhadap Perokok Aktif, seperti membantu mereka untuk 
menjauhi dan berhenti dari merokok. 
d) Dampak Terhadap Perokok Pasif/Bukan Perokok, seperti para perokok 
pasif mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang 
sehat dan bersih serta jauh dari udara yang terkontaminasi virus dan 
bibit penyakit. 
Peraturan desa ini tentu membawa dampak tersendiri bagi masyarakat desa 
Bone-Bone,khususnya masyarakat perokok. Dengan adanya kebijakan ini, mereka 
merasa ruang geraknya dibatasi. Sehingga mereka masih biasa melakukan 
pelanggaran-pelanggaran,walaupun telah mengetahui kebijakan yang telah 
diterapkan dan sanksi yang diberikan jika melanggar. Tentu, permasalahan ini, 
Kian menarik untuk diamati dan dilakukan penelitiannya di tahun-tahun 
mendatang, sebagai langkah lanjut dari penelitian yang dilakukan saat ini. 
B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tentang Kebijakan Kepala 
Desa dalam Membangun kawasan bebas asap rokok, maka penulis 
mengemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa 
Bone-Bone dalam melaksanakan kebijakan kawasan bebas asap rokok, yaitu: 
1. Diharapkan agar kepala desa menerapkan kebjakan ini dengan  
menghimbau kepada masyarakat tentang dampak yang di timbulkan ketika 
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kita merokok agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan 
kebijakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun. 
2. Diharapkan agar pemerintah dan masyarakat setempat dapat  bekerja sama  
dengan baik untuk membantu dalam mengingatkan atau menegur 
masyarakat yang kedapatan sedang merokok di desa Bone-Bone.Dan bagi 
masyarakat atau pemerintah desa yang tidak mau mematuhi peraturan desa 
tersebut harus diberikan sanksi yang tegas. Karena tanpa sanksi sulit untuk 
melakukan perubahan perilaku. Serta sarana dan prasarana penunjang 
kesehatan di desa Bone-Bone dapat ditambah atau dimaksimalkan dengan 
baik agar bisa menunjang pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap 
rokok. 
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